BAB VIII
PENUTUP
Bagian ini menyajikan kesimpulan yang disusun secara komprehensif
berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, bagian ini juga
menguraikan implikasi temuan penelitian, baik dalam konteks pengembangan
teori maupun praktek yang memberikan wawasan penting bagi penguatan dan
pengembangan bidang kajian terkait. Rekomendasi yang disampaikan bertujuan
untuk memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, sekaligus menawarkan saran
praktis bagi para praktisi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Meskipun
penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa
keterbatasan yang perlu diakui, baik dari aspek metodologi maupun cakupan
kajian yang berimplikasi pada tingkat generalisasi hasil dan menjadi
pertimbangan penting bagi penelitian di masa mendatang.

8.1. Kesimpulan
Penelitian ini mengkaji praktek oghong dalam tradisi masyarakat

Pariaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai
berikut: Pertama, latar belakang lahirnya tradisi oghong dalam masyarakat
Pariaman berakar pada kebutuhan sosial masyarakat adat untuk mengatur
pembatalan pertunangan agar tidak dilakukan secara sepihak dan tidak
menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan hubungan kekerabatan. Tradisi ini
muncul seiring dengan kuatnya sistem perjodohan berbasis keluarga dan kaum, di
mana pertunangan dipahami bukan sebagai hubungan personal semata, melainkan
sebagai ikatan sosial yang memiliki konsekuensi adat dan moral setelah prosesi
Batimbang Tando dilaksanakan. Oghong dibentuk sebagai kesepakatan adat yang
berfungsi mengikat para pihak agar bertanggung jawab terhadap keputusan
pertunangan, sekaligus menjadi mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga
kehormatan individu, keluarga, dan kaum. Lahir dan berkembangnya oghong
sangat dipengaruhi oleh peran niniak mamak dan tokoh adat yang memiliki
otoritas sosial dalam merumuskan, menjalankan, dan mewariskan aturan adat
secara turun-temurun. Tradisi ini tidak berkaitan dengan peristiwa sejarah tertentu,

melainkan merupakan produk dinamika sosial budaya yang tumbuh dari
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kebutuhan internal masyarakat Pariaman. Nilai-nilai yang melandasi oghong
meliputi musyawarah, mufakat, keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan
martabat sosial, yang memperoleh legitimasi kuat karena selaras dengan prinsip
adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Penerimaan masyarakat yang
luas dan keberlangsungan praktik oghong hingga saat ini menunjukkan bahwa
tradisi ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena
mengedepankan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.

Kedua, terjadinya oghong dalam tradisi masyarakat Pariaman dipengaruhi
oleh dua kategori faktor utama, yaitu faktor karano ulah dan faktor karano Allah.
Faktor karano ulah meliputi faktor individu dan faktor keluarga. Pada faktor
individu, oghong dipicu oleh ketidaksiapan mental dan ekonomi, pelanggaran
komitmen seperti perselingkuhan dan kehamilan di luar pertunangan, serta
dinamika hubungan berupa konflik, perbedaan pandangan, dan ketidakcocokan
pribadi yang muncul selama masa pertunangan. Faktor keluarga mencakup
penolakan dan tidak adanya restu orang tua, ketidaksepakatan antar keluarga,
dominasi keputusan keluarga besar, tekanan orang tua, serta pertimbangan
menjaga martabat, nama baik, dan prestise keluarga. Hal ini menegaskan bahwa
pertunangan dalam masyarakat Pariaman bukan semata hubungan personal,
melainkan ikatan sosial yang melibatkan keluarga dan kaum. Sementara itu, faktor
karano Allah meliputi sakit berat dan musibah kematian yang menimpa salah satu
calon pasangan, yang dipahami sebagai ketentuan llahi di luar kehendak manusia
dan diterima oleh adat tanpa sanksi (suruik badunsanak).

Ketiga, proses oghong dalam tradisi masyarakat Pariaman merupakan
mekanisme adat yang berlangsung secara sistematis, bertahap, dan berlandaskan
pada nilai musyawarah, tanggung jawab kolektif, serta penghormatan terhadap
martabat sosial. Proses ini diawali dari komunikasi internal dalam keluarga
sebagai ruang awal penyampaian niat pembatalan pertunangan, yang kemudian
berkembang menjadi urusan adat melalui perundingan keluarga dan keterlibatan
tokoh-tokoh adat. Tahap persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian,
mencakup penentuan waktu, tempat, pihak-pihak yang terlibat, serta penyiapan

tando sebagai simbol utama kesepakatan pertunangan yang akan dikembalikan,
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sehingga pembatalan pertunangan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan
ditempatkan dalam kerangka etika dan tanggung jawab sosial. Pada tahap
pelaksanaan, oghong dijalankan melalui musyawarah adat yang melibatkan
keluarga, mamak, kapalo mudo, dan urang tuo, dengan penyampaian maksud
(mukasuik) secara santun dengan patatah patitih adat, serta berakar pada
kesepakatan adat nikah mamak jo mamak (kalau putuihnyo karano ulah mako
lipek tando, kalau putuihnyo karano Allah mako suruik badunsanak) yang dibuat
saat batimbang tando. Pengembalian tando dan ketentuan lain yang menyertainya
menjadi wujud pelaksanaan janji adat secara bermartabat, sejalan dengan
ungkapan adat “malompek patah, manyuruak bungkuak” yang menegaskan
bahwa setiap kesepakatan adat harus dijalankan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan. Setelah pelaksanaan, oghong dianggap selesai secara adat tanpa tindak
lanjut formal, meskipun tetap memiliki implikasi sosial terhadap hubungan
antarkeluarga yang sangat bergantung pada sebab terjadinya pembatalan, sehingga
secara keseluruhan oghong tidak hanya berfungsi sebagai prosedur pembatalan
pertunangan, tetapi juga sebagai pranata sosial yang menjaga keseimbangan,
kehormatan, dan keharmonisan hubungan dalam struktur masyarakat adat
Pariaman.

Merujuk pada tiga temuan di atas, Maslahah yang dihasilkan dari tradisi
oghong tampak pada kemampuannya menghadirkan manfaat dan menutup
kemudaratan. Manfaat yang dihadirkan dari tradisi oghong berupa terhindarnya
individu dan keluarga dari penurunan nama baik, adanya kejelasan status sosial,
dan tetap berlangsungnya hubungan kekerabatan yang secara baik. Selain itu,
oghong juga membatasi potensi mafsadat berupa konflik sosial, permusuhan
antarkaum, dan stigma sosial yang dapat muncul akibat pembatalan pertunangan
secara sepihak, serta konflik yang lebih besar jika pertunangan tetap lanjut sampai
ke tahap pernikahan. Sebab, oghong berfungsi sebagai prosedur resmi adat untuk
mengatur pembatalan pertunangan agar tidak menimbulkan konflik sosial,
sehingga keputusan pembatalan memperoleh pengakuan adat dan dapat diterima
oleh masyarakat serta menjaga keharmonisan sosial, melindungi martabat

keluarga, mencegah munculnya konflik berkepanjangan dan gunjingan sosial.
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8.2. Rekomendasi

Penelitian mengenai maslahah oghong dalam tradisi masyarakat Pariaman,
disarankan kepada masyarakat adat, khususnya niniak mamak, kapalo mudo, dan
urang tuo, agar terus mempertahankan dan memperkuat pelaksanaan oghong
sebagai mekanisme adat yang berlandaskan musyawarah, tanggung jawab
bersama, serta nilai kemaslahatan. Praktik oghong perlu dijalankan secara
bijaksana, proporsional, dan humanis agar tetap berfungsi menutup mafsadat,
menjaga kehormatan keluarga, serta mencegah konflik sosial tanpa menimbulkan
dampak psikologis maupun sosial yang berlebihan bagi pihak yang terlibat.

Kepada keluarga dan calon pasangan, disarankan agar menjadikan masa
pertunangan sebagai ruang pengenalan dan pendewasaan diri, serta bersikap
terbuka dan jujur terkait kesiapan mental, ekonomi, dan komitmen. Keputusan
untuk melanjutkan atau membatalkan pertunangan hendaknya ditempuh melalui
komunikasi yang baik dan mekanisme adat oghong, sehingga tetap berada dalam
koridor etika, adat, dan nilai keagamaan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan
awal untuk mengkaji praktik oghong dari perspektif lain, seperti perubahan sosial,
hukum Islam, gender, atau perbandingan dengan tradisi pembatalan pertunangan
di daerah Minangkabau lainnya, guna memperkaya khazanah kajian adat dan
hukum Islam di Indonesia.

8.3. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik oghong mendukung teori
hukum adat sebagai living law serta teori fungsi sosial hukum. Temuan penelitian
memperlihatkan bahwa hukum adat bekerja secara nyata sebagai mekanisme
pengelolaan konflik sosial yang hidup dan diterima masyarakat. Oghong memiliki
fungsi manifest sebagai prosedur adat pembatalan pertunangan yang sah, serta
fungsi laten dalam menjaga kehormatan keluarga, mencegah konflik
berkepanjangan, dan memelihara keharmonisan hubungan sosial. Dari perspektif
maslahah, menunjukkan bahwa oghong mampu menghadirkan manfaat dan

menutup mafsadat melalui penyelesaian yang paling aman dan dapat diterima.
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Dengan demikian, penelitian ini diimplikasikan dapat memperkuat dan
memperkaya penerapannya melalui konteks adat masyarakat Pariaman.
8.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati.
Pertama, kajian difokuskan pada praktik oghong dalam konteks masyarakat
Pariaman, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan pada
kelompok adat Minangkabau di wilayah lain yang memiliki variasi adat dan
praktik sosial yang berbeda. Kedua, data penelitian diperoleh terutama melalui
wawancara dengan informan adat dan pelaku oghong, sehingga sangat bergantung
pada ingatan, pengalaman, dan subjektivitas informan. Ketiga, penelitian ini lebih
menekankan aspek normatif dan sosial-budaya oghong, sehingga belum mengkaji
secara mendalam dinamika perubahan praktik oghong dalam konteks modernisasi,
dan pergeseran nilai generasi muda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu

dipahami dalam konteks ruang, waktu, dan pendekatan yang digunakan.
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